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TEITTANG

PEMANTAATAN NOMOR INDUK KTPTITDUDUKAIT, DATA I{TPENDI'DUKAIT
DAN KARTU TANDA PENDUDUK ETEKTRONIK DAI,ITM LAYANAN LINGKUP TUGAS

DINAS TEI{AGA I(TR.'A KOTA PALITITGKA RAYA

Pada hari ini Rabu tanggal Delapan Belas bulan Oktober tahun l}ra ribu dua puluh
tiga, bertempat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya yang
bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama
Alamat
Jabatan

2. Nama
Alamat
Jabatan

Dra. FIFI ARFffA, U"Si
Jalran G. obos xl/lr. soekarno (Lingkar Dalam) palangka Raya (73111)
Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota palangka
Raya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas
Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota palangka Raya yang
selanjutnya disebut PIHAI( IiESATU.

AUAIYDUS FRT,IYALDYTA. P.,M. St.
Jalan Tjilik Riwut Km. 6,5 Palangka Raya
Kepala Dinas Tenaga Keda Kota Palangka Raya dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Dinas Tenaga Kerja Kota Palangka Raya, yang
selanjutnya disebut PIIIAI( IltDUA.
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PIIIAK BESATU dan PIIIAI( I{EDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut
PARA PIIIAI(, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa PIHAI( I{tSA'fit adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Kota Palangka Raya yang menjadi
kewenangan daerah Kota Palangka Raya

2. bahwa PIIIAI( I{EDUA adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Tenaga
Kerja Daerah Kota Palangka Raya.

dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

t. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20A6 Nomor t24, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 46741, sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2013 (I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013

. Nomor 232, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2ALg tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah
Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2Al3 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Al9 Nomor 102, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 635a);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak
Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan {Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2Al9 Nomor 1611);

+. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2A2l tentang Sistem Manajemen
Keamanan Informasi Administrasi Kependudukan;

5. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 46 Tahun 2A21 tentang Kedudukan
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya;

6. Surat persetujuan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kementerian Dalam Negeri Nomor: 400.8.1.21 l4g3lDukcapil tanggal, 2 Februari
2023 hal Persetujuan Permohonan Pemanfaatan Data Kependudukan

PARA PIHAI( sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Nomor Induk
Kependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam
Lingkup T\rgas Dinas Tenaga Kerja Daerah Kota Palangka Raya dengan ketentuan sebagai
berikut:

Pasal 1

Maksud dan TuJuan

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan
peran PARA PIIIAI( dalam rangka verilikasi dan validasi data pencari keda dan calon
pekerja migran Indonesia dalam layanan PIHAII I{EDUA melalui pemanfaatan Nomor
Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik
(KTP-e1).
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Pasal 2
Kewajiban PARA PII{AK

PIHNI KESATU mempunyai kewajiban untuk: !

a. memberikan hak akses secara terbatas data kependudukan meliputi 9 (sembilan)
berupa NIK, no. KK, nafira lengkap, jenis kelamin, tempat lahir,
tanggal/bulan/tahun lahir, status perkawinan, jenis pekerjaan, dan alamat
sekarang kepada PIIIAK KTDUA berdasarkan NIK melalui metode ueb portal;

b. menyediakan jaringan komunikasi data dari PIHAK fi,ESATU kepada PIHAK
KEDUA untuk 1 (satu) titik jaringan berbasiskan jaringan tertutup atas biaya
anggaran Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian kota Palangka
Raya;

c. memberikan user id dan pa,sauord kepada PIIIAK KTDUA yang pengelolaannya
menjadi tanggung jawab PII{AI( KEDUA; dan

PIHAK I(EDUA mempunyai kewajiban untuk:

a. mencantumkan NIK yang sudah dijamin ketunggalannya dalam dokumen yang
diterbitkan PIIIAK I(EDUA;

b. memberikan data berupa nomor pencari kerja dan nomor calon pekerja migran
Indonesia sebagai data balikan;

c. bertanggung jawab sebagai pemegang hak akses atas data kependudukan yang
diakses dari PIHAK KTSJITU;

d. memberikan layanan PIHAI( KTDUA berdasarkan KTP-e1 dan/atau Identitas
Kependudukan Digital (IKD) dan tidak mempertimbangkan tempat penerbitan KTP-el
dan/atau IKD;

e. membantu sosialisasi pemanfaatan KTP-el dan/atau IKD melalui media cetak
dan/atau elektronik;

f. bertanggung jawab sepenuhnya, dalam hal terjadi kebocoran data kependudukan
yang diakses dari PIHAI( I(ESATII;

t.

menjamin keamanan dan perlindungan terhadap sistem, data, jaringan dan program
PIHAK I(TDUA;
menerapkan standar nasional Indonesia international orgartization for
standardir.ation/inlernational electrotechnical commission 27OOl dan menyerahkan
sertifikat ISO/IEC 27AAL dimaksud paling lambat 6 (enam) bulan sejak
ditandatanganinya perjanjian kerja sama ini;
menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data, serta tidak melakukan
penyimpanan data kependudukan yang telah diakses dari PIIIAK KESATU dan
tidak memberikan data kepada pihak lain walaupun jangka waktu Perjanjian
Keda Sama ini telah berakhir.

Pasd 3
HaK PARA PIHAK

PIHAK XTSATU mempunyai hak untuk:
a. mengawasi pelaksanaan kewajiban PIIIAI( I{EDUA;
b. mendapatkan data balikan nomor pencari keq'a dan nomor calon pekerja migran

Indonesia dari PII{AK KTDUA yang data kependudukannya telah diakses oleh
PIHAN IIEDUA berd.asarkan Perjanjian Kerj'a Sama ini;
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c. mendapatka-n jaminan keamanan dan perlindungan dari PIHAK KEDUA terhadap
sistem, data, jaringan dan program PIHAIT I{EDUA atas akses data kependudukan
dari PIHAI( KESATU.

d. mendapatkan jaminan dari PIIIAK KEDUA terhadap kerahasiaan, keutuhan, dan
kebenaran data yang telah diakses oleh PIIIAK KEDUA serta tidak dilakukannya
penyimpanan dan tidak diberikannya data kependudukan kepada pihak lain
walaupun jangka waktu Perjanjian Kerl'a Sama ini telah berakhir.

{21 PIIIAK KTDUA mempunyai hak untuk:
a. mendapatkan hak akses secara terbatas data kependudukan meliputi 9

(sembilan) berupa NIK, no. KK, narna lengkap, jenis kelamin, tempat lahir,
tanggallbulan/tahun lahir, status perkawinan, jenis pekeq'aan, dan alamat
sekarang dari PIHAK IITSATU berdasarkan NIK melalui metode "web portal;

. b. mendapatkan user id dan passurord dafi PIIIAK KESATU yang pengelolaannya
menjadi tanggung jawab PIHAIi KTDUA;

Pasal 4
Jangh Waktl

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya Peq'anjian Kery'a Sama
ini oleh PARA PIIIAI{ sampai dengan tanggal delapan belas bulan Oktober tahun Dua
ribu dua puluh empat, dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIITAI{.

Pasal 5
BerakhirnSra PerjanJian Kerja Sama

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:

a. jangka waktu Perjanjian Kerja Sama telah berakhir dan/atau atas kesepakatan PARA
PIHAK untuk mengakhiri kerja sama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini
berakhir; dan

b. adanya perubahan nomenkliatur/kelembagaan PIIIAK I(EDUA, sehingga perlu
pembaharuan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6
Keadaan Memaksa (torce M$eure)

Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIIIAK atau keadaan memaksa, dapat
dilakukan perubahan Perjanjian Kerja Sama atas persetujuan PARA PIIIAN.
Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat {1}, adalah adanya kebijakan
pemerintah yang mengakibatkan tidak dapai dilanjutkannya pelaksanain Perjinjian
Keda Sama ini dan apabila te{adi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK.
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Pasal 7
Penyelesaian Persellslhan

Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan
p"l^ksan*an Perjanjian Kerja Sama ini antara PARA PIIIAI( akan diselesaikan secara

musyawarah untuk mufakat.
Dalam ha1 musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 8
Evaluasi dan PelaPoran

(1) PIHAK XEDUA berkevrajiban membuat Laporan berkala pemanfaatan NIK, Data
Kependudukan dan KTP-e1 per semester, bulan Juni untuk semester pertama dan
bulan Desember untuk semester kedua kepada PIIIAI{ KESATU.

(2) PIIIAI{ IIESATU melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan
KTP-el secara berkala atas laporan PIIIAK I{EDUA sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).

PIIIAII IITSATU dapat melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan
dan KTP-el sewaktu-waktu.

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan kepada
Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan
Sipil.

Pasal 9
Lain-Lain

Dalam hal PIIIAK I(EDUA tidak meliaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (2), maka PIHAK I{3SATU dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.

Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Pedanjian
Kerja Sama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan PARA PIHAK yang
dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian
Kerja Sama ini.

Ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pe}aksanaan Perjanjian Kerja

Sama ini mengacu kepada Petunjuk Teknis yang disepakati oleh PARA PIHAK dan
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pedanjian Kerja Sama ini.
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Pasal 1O
Penutup !

Demikian Perjanjian Ke{a Sama ini dibuat dalam rangkap 2 {dua),
dibubuhi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang
ditandatangani PARA PIIIAIi.

Ttngkat I (Ivlbl
1983(x1 2 0()1

masing-masing
sama setelah '

ffi
5@'%ffi , A.P.nIlI.Sl.

Muda ( Ivlcl
199311 I OOl
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